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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
di Kabupaten Rokan Hilir agar dapat dilakukan secara 
berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun rencana 
kerja tahunan; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati Rokan Hilir tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018; 

BUPATI ROKAN HILIR,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2018 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR ?~ TAHUN 2017 

Mengingat 

Menimbang 

DELL
SALINAN



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 
merupakan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. 

Pasal 5 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten 
Rokan Hflir. 

Pasal 4 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

PENDAHULUA

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIA
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PENUTUP

BAB III 

BAB IV

BABV 

BAB VI

BAB I 

BAB II 

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 
2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 
merupaka  landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Mi lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun 
Rencana I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Rokan Hilir 
Tahun Amggaran 2018. 

Pasal 1 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ROKAN lllLIR TAHUN 2018.

MEMUTUSKAN : 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2018; 

14. Peraturan Daerah K  Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 
2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 201 7 
Nomor 2);



SUYATN

Ditetapkan di Bagansiapiapi 
pada tanggal 015 ~vi" 1 2017 

BERITA D RAH KABUPAT
TAHUN 2017 NOMOR 3~ 

Diundangkan di Bagansiapiapi 
pada tanggal 5 "Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABU N ROKAN HILIR,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 

Pasal 6 

USER
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